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ABSTRAK 
Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
 
Effect of Tax Audit and Tax Collection Toward Tax Revenue in The Tax 
Office Pratama South of Makassar  
 
Fitrianingsih Mardya 
Andi Kusumawati 
Muh. Nur Azis 
 
Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, menjadi 
tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun 
belum memberikan hasil yang maksimal. Sebagai pihak yang terlibat langsung 
dalam prosedur pemungutan pajak petugas pajak (fiskus) menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap 
penerimaan pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh 
yang terdiri dari 81 responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan 
metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap variabel 
penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan 
terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak dengan nilai beta yang 
paling besar dibanding penagihan pajak sebesar (0,777). 
 
Kata kunci: pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak. 
 
Tax revenues include income tax and customs and excise, became the backbone 
of the state budget. Achievement of the target of the tax over the years yet 
provide maximum results. As the parties directly involved in the procedure of tax 
collection tax officials (tax authorities) became one of the factors that affect tax 
revenues. This study aims to determine the effect of the tax assessment and tax 
collection to tax revenues. The sampling method using a saturation sampling 
consisting of 81 respondents in the Tax Office Pratama South of Makassar. This 
study uses a quantitative analysis using multiple regression method. The results 
showed that the variable tax audit and tax collection influence the variable tax 
revenue. The most significantly influential variables to tax revenue is tax audit 
with beta value is bigger than tax collection (0,777) 
 
 
Keywords: tax audit, tax collection, tax revenue. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang 
adil dan makmur maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi 
segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan 
sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan 
pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak 
sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan 
untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donator, maka pembiayaan 
pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, 
diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan 
dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.  
Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki 
kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan 
kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkatkan dengan 
pajak sebagai sumber utamanya. Karena pajak merupakan penerimaan langsung 
yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan 
negara (Listyaningtyas, 2012). 
Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan 
negara. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh 
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 
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Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar,Rupiah) 2011-2015 
Sumber Penerimaan 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Penerimaan Dalam 
    Negeri 
1.205.346 1.332.322 1.432.058 1.545.456 1.496.047 
A.  Penerimaan 
Perpajakan 
  873.874  980.518 1.077.306 1.146.865 1.240.418 
1. Pajak Dalam 
Negeri 
  819.752  930.861 1.029.850 1.103.217 1.205.478 
a. Pajak Penghasilan   431.122  
    
465.069 
  506.442    546.180 602.308 
b. Pajak Pertambahan 
Nilai 
  277.800    337.584   384.713    409.181 423.710 
c. Pajak Bumi dan   
Bangunan 
   29.893 
      
28.968 
   25.304     23.476 29.250 
d. BPHP             -1               0            0            0 0 
e. Cukai     77.010    95.027   108.452    118.085 144.641 
f. Pajak Lainnya       3.928        4.210      4.937     6.293 5.568 
2. Pajak Perdagangan    
Internasional 
    54.122      49.656    47.456     43.648 34.939 
a. Bea Masuk     25.266      28.418    31.621     32.319 31.212 
b. Pajak Ekspor     28.856      21.237    15.835     11.329 3.727 
B.  Penerimaan 
Bukan Pajak 
  331.472 351.804 354.751  398.590 255.628 
a. Penerimaan SDA   213.823 
    
225.844 
226.406 240.848 100.971 
b. Bagian Laba 
BUMN 
    28.184      30.798   34.025   40.314 37.643 
c. PBP Lainnya     69.361      73.458   69.671   87.746 81.697 
d. Pendapatan BLU     20.104     21.704   24.648   29.681 35.315 
C.  HIBAH       5.253       5.704    6.832     5.034 11.973 
JUMLAH 1.210.599 1.338.109 1.438.891 1.550.490 1.508.020 
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia periode 2011-2015 
Adapun target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak se-Sulawesi 
Selatan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1.2  
Penerimaan Pajak Sulawesi Selatan (Rp) 
Tahun 
Target Penerimaan 
Pajak 
Realisasi Penerimaan Pajak 
2011 7.330.660.835.000 6.911.159.427.434 
2012 7.600.482.750.971 7.300.550.243.526 
2013 9.273.836.559.718 8.133.307.940.544 
2014 10.300.551.231.000 8.894.300.624.720 
2015 13.550.200.000.000 11.020.342.421.000 
            Sumber: Kanwil DJP Sulselbartra 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi 
peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan 
pajak serta bea dan cukai merupakan tulang punggung anggaran negara. 
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Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang 
maksimal. Tidak tercapainya pencapaian target pajak disebabkan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah tidak disiplin dalam sosialisasi tata cara 
perpajakan dan pemerintah belum berhasil menunjukkan niat serius untuk tidak 
mempermainkan penerimaan pajak negara, persoalan pajak tidak akan pernah 
berhenti. Contohnya masih adanya kasus mafia pajak tertangkap tangan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat transaksi dengan wajib pajak, atau 
korupsi terkait anggaran penerimaan pajak. Kasus-kasus tersebut turut 
berkontribusi sehingga penerimaan pajak sulit tercapai sesuai target.  
Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah 
mengambil langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat 
untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan–kebijakan tersebut 
ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak diantaranya 
pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan 
penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007). 
Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 
mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini 
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset policy, pemerintah 
secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Febriyanti, 2013). Selain 
mewajibkan masyarakat untuk memiliki NPWP, supaya hukum pajak bisa di 
tegakkan, diperlukannya pemeriksaan pajak untuk mendorong kebenaran dan 
kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan 
pemungutan serta penyetoran oleh Wajib Pajak (Sukirman, 2011:88). 
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Pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain selain 
mewajibkan masyarakat untuk memiliki NPWP. Penegakan hukum ini salah 
satunya dapat berupa pemeriksaan. Upaya dalam meningkatkan penerimaan 
pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF 
(International Monetary Fund). Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam 
Letter Of Intent (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005) dinyatakan 
bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara 
menaikkan rasio cakupan pemeriksaan pajak (tax audit coverage ratio). 
Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek  jera terhadap wajib pajak 
nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan. Hal ini 
yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang 
berkesinambungan terhadap wajib pajak. 
Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan 
tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih 
dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen 
official assessment. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang 
dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-
dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. 
Surat pemberitahuan utang telah dilaporkan wajib pajak ke KPP 
tempatnya terdaftar harus teliti dan diperiksa aparat perpajakan. Penelitian yang 
dilakukan oleh fiskus untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan 
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya (Diana, 2013:227). 
Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di 
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kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian 
maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri 
oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat ini disampaikan wajib 
pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini 
petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan 
pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang 
disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan 
kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT 
belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan maka SPT akan dikembalikan pada 
wajib pajak setiap akhir tahun untuk dilengkapi/diperbaiki (Purba, 2012:2). 
Disamping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang 
optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak 
secara aktif kepada wajib pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih 
banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga 
diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat 
mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 
tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian 
tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan 
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang 
yang telah disita.  
Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang 
penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat 
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dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan 
dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus 
untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan 
pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya 
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. 
Adapun data dari total pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1.3 
Total Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Pajak (Rp) 
Tahun Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak 
Realisasi Penerimaan 
Pajak 
2011 1.345.730.288 2.825.673.591 551.231.302.779 
2012 1.819.570.983 4.587.986.465 602.433.927.388 
2013 4.940.883.204 9.475.609.348 774.660.000.000 
2014 2.223.209.873 10.991.505.206 770.599.624.553 
2015 2.389.490.600 9.773.010.358 1.157.720.971.893 
      Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2011-2015 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penerimaan pajak 
bersifat fluktuatif sedangkan untuk penagihan pajak pada tahun 2015 
menunjukkan angka yang besar dari tahun-tahun sebelumnya terutama untuk 
tahun 2015, artinya masih banyak pihak Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur 
dalam pelunasan utang pajak serta pembayaran pajak, kemudian pemeriksaan 
pajak menunjukkan jumlah SPT yang dilaporkan dari wajib pajak untuk diperiksa 
dan diuji kepatuhannya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengaruhnya terhadap 
penerimaan pajak untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian “Pengaruh 
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 
1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan. 
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
3. Variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Makassar Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
3. Untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Melalui penelitian ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik 
bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai 
berikut. 
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1.4.1 Kegunaan Teoretis 
 Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi 
masyarakat ilmiah, mengenai pajak yang berperan sebagai suatu alat atau media 
dalam memahami perpajakan di Indonesia terutama manfaat pajak sebagai salah 
satu sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan nasional. 
Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya 
demi pengembangan ilmu pengetahuan. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka melaksanakan ekstensifikasi dan 
intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pembanding terhadap 
berbagai hasil penelitian dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2012. Adapun penelitian ini terdiri 
atas lima bab yaitu sebagai berikut. 
Bab I  : Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II  : Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat dua tiga pokok yakni deskripsi 
teoretis tentang variabel yang diteliti, kerangka pemikiran dan 
hipotesis penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori yang 
digunakan sebagai landasan dalam penelitian dan kerangka 
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pemikiran yang akan menjelaskan secara singkat permasalahan yang 
akan diteliti serta penjabaran hipotesis penelitian. 
Bab III  : Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang rancangan 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, 
model analisis data yang akan digunakan dan definisi operasional 
variabel. 
Bab IV  :  Hasil Penelitian, Bab ini berisikan tentang uraian deskripsi objek 
penelitian, hasil analisis dan uraian mengenai hasil pengujian 
hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. 
Bab V  : Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 
pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang 
nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian 
selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1     Landasan Teori 
2.1.1  Definisi Pajak 
 Pembicaraan mengenai pajak, para ahli memiliki masing-masing batasan 
atau definisi mengenai pajak tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. 
Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat vital, dengan adanya pajak 
dapat menyebabkan situasi negara menjadi berubah. Pertama, berkurangnya 
kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 
penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan 
negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan 
masyarakat (Diana, 2013). 
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009  
Pasal 1. 
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Menurut Diana (2013:34) dalam bukunya Konsep Dasar Perpajakan. 
“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali untuk membiayai 
pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan”. 
 
Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar 
oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah 
sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya 
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(Pusat Bahasa, 2008:658). Soemitro (1990) mengatakan bahwa pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada 
sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk 
membiayai pengeluaran umum. 
Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut. 
1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 
hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 
dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2.1.2   Fungsi Pajak 
Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi 
mengatur (Waluyo, 2008:6). 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetary). Pajak mempunyai fungsi budgetary 
artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 
Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 
pajak. 
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2. Fungsi Mengatur (Regulatory). Pajak mempunyai fungsi sebagai 
mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. 
Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna 
menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan 
distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. 
2.1.3   Tata Cara Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) terdiri atas 
stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini 
merupakan tata cara pemungutan pajak. 
1. Stelsel Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu: 
a. Stelsel nyata (riel stelsel).  
Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan pajak didasarkan pada objek 
(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. 
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel).  
Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan pajak didasarkan pada suatu 
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan satu tahun 
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 
sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun  
pajak berjalan. 
c. Stelsel Campuran.  
Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
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2. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas Pajak Domisili 
Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili 
(asas tempat tinggal). Negara memberi kewenangan mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 
b. Asas Pajak Sumber 
Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber 
pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.  
c. Asas Pajak Kebangsaan 
Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 
besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas. 
a. Official Assesment system 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif 
dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya di tangan aparatur 
perpajakan. Wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah 
menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau  
tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur 
perpajakan. 
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b. Self Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada 
Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 
c. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang 
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. 
2.2  Pemeriksaan  Pajak 
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) menyatakan 
bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada 
Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 sebagaimana perubahan 
atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan mengenai pengertianPemeriksaan. 
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 
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Menurut Siti Kurnia (2010:245) menyatakan “pemeriksaan pajak adalah 
pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak 
harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”. 
Sedangkan menurut Pardiat, (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak 
adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen 
dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2.2.1  Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 
Di bawah ini adalah tabel mengenai aturan perpajakan terkait 
pemeriksaan pajak. 
Tabel 2.1 
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 
N
o. 
Peraturan Tanggal Tertuang 
1. 
UU. No. 6 tahun 1983 
sebagaimana diubah terakhir 
Perpajakan dengan UU 
No.16 tahun 2009 
27/07/2007 
 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan 
2. PP No. 80 Tahun 2007 01/01/2008 
Tata cara pelaksanaan hak 
kewajiban perpajakan 
berdasarkanUU. No. 6 tahun 
1983sebagaimanaterakhir di ubah 
dengan UU 28. 
tahun 2007 
3. 
 
PMK No.199/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata cara pemeriksaan pajak 
4. 
Per Dirjen Pajak No. PER-
19/PJ/2008 
02/05/2008 
 
Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan 
5. Per Dirjen Pajak No. PER-
20/PJ/2008 
02/05/2008 Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan 
6. PMK No. 202/PMK.03/2007 28/12/2007 
Tata cara pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan 
7. 
Surat Edaran Dirjen Pajak 
No. SE-1/PJ.04/2008 
31/12/2008 
Kebijakan pemeriksaan untuk untuk 
menguji kepatuhan wajib pajak 
     Sumber: Yosephine Susan (2015), Irma Febriyanti (2013). 
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2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Mardiasmo dalam bukunya (2011:41) menyatakan bahwa tujuan 
pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kewajiban perpajakan dalam rangka 
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak 
yang dapat dilakukan dalam hal. 
1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak. 
2. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. 
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada 
waktu yang telah telah ditetapkan. 
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang di tentukan 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada 
poin 3 tidak di penuhi. 
2.2.3  Kriteria Pemeriksaan Pajak 
Sebagaimana yang dipaparkan Pardiat (2008:5) bahwa di dalam sistem 
self assessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT 
yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT 
lebihbayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat 
(3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
wajib pajak. 
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Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari DJP, seperti 
yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah. 
1. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal. 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan. 
1) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar. 
2) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar. 
3) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya 
perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian 
kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. 
b. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan 
usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan 
Indonesia selama-lamanya. 
c. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT 
Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dansetelah 
ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 
d. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun   
sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut 
diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. 
2. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari. 
a. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh  wajib  
pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan 
analisis resiko. 
b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan 
sistem scoring secara komputerisasi. 
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3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal. 
a. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan. 
b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.  
c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang   
dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat 
Jenderal Pajak. 
d. Pemeriksaan Wajib Pajak. 
e.  Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. 
f. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka   
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan 
bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan  adanya indikasi 
tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, 
informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan 
pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008:17). 
2.2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak 
1. Pemeriksaan Lapangan 
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat 
tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak 
(yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-
tahun sebelumnya). 
Prosedur pemeriksaan lapangan (Pardiat, 2008:58). 
1. Pemeriksaan pajak ke tempat WP yang akan di periksa. 
a. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan 
kepada WP dilampirkan kopi surat perintah pemeriksaan. 
b. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 
c. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada jam kerja dalam hal 
tertentu dilakukan jam kerja. 
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2. Wajib Pajak yang diperiksa. 
a. WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal 
pemeriksa. 
b. WP berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk   memberikan 
penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan pajak. 
3.  Pemeriksa Berwenang. 
a. Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen pendukung lainya termasuk keluaran atau media 
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. 
b. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang di periksa. 
c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi 
petunjuk tentang keadaan usaha WP.  
d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf 
c, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan 
kesempatan untuk memasuki tempat ruangan dimaksud. 
e. Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa. 
4. Peminjaman buku, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dan  
membuat bukti peminjaman buku dan dokumen tersebut serta 
memberikan tanda bukti peminjaman buku-buku tersebut secara rinci 
dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya. WP wajib memenuhi 
permintaan peminjaman buku-buku tersebut dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan, jika WP tidak 
memenuhinya dalam jangka waktu yang di tetapkan maka dikirim 
20 
 
  
 
surat peringatan pada hari kerja berikutnya. Pemeriksa pajak wajib 
mengembalikan buku-buku dan catatan-catatan yang dipinjam dari 
WP paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan. 
5. Keterangan Pihak Ketiga 
a. Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan 
Pajak dapat meminta keterangan atau bukti yang berkaitan 
dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap WP kepada 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) KUP 
(Undang-undang No. 16 Tahun 2009), secara tertulis. 
b. Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan/bukti.  
c. Apabila dalam waktu jangka tersebut no 5b tidak terpenuhi 
pemeriksa pajak memberikan surat peringatan I, dan apabila tidak 
dipenuhi diberikan surat peringatan II. 
d. Apabila surat peringatan II tidak dipenuhi pemeriksa pajak 
membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan. 
e. Keterangan/bukti dari pihak ketiga dan dapat melaporkannya 
kepada pihak kepolisian tempat pihak ketiga tersebut berdomisili 
atau berkedudukan. 
6. Metode Pemeriksaan Pajak secara langsung dan tidak langsung. 
7. Laporan Pemeriksaan Pajak. 
a. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP setelah disetujui oleh 
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP), diberitahukan 
kepada WP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan (SPHP) dilampiri dengan Daftar Temuan 
Pemeriksaan Pajak.  
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b. WP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPHP 
diterima memberikan tanggapan tertulis baik setuju ataupun tidak  
setuju, WP dapat mengajukan permohonan memperpanjang 
jangka waktu pemberian tanggapan kepada Kepala UPPP. 
c. Setelah menerima SPHP, WP berhak meminta kepada pemeriksa 
pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara 
hasil pemeriksaan dengan SPT. 
d. WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan menandatangani. 
a) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP) 
b) Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (PPHP) 
c) Berita Acara Persetujuan Hasli Pemeriksaan (BAPHP)  dan 
mengembalikan kepada Kepala UPPP. 
d) WP yang tidak setuju sebagian atau seluruh hasil    
pemeriksaan, menyampaikan STHP dilampiri bukti-bukti 
pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya kepada 
Kepala UPPP. 
8. Tata Cara Pembahasan Akhir menurut pasal 15 Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006. 
a. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pemeriksa 
pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada tentang hasil 
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbedaantaraSurat 
Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP. 
b. Atas pemberitahuan tersebut, WP wajib menyampaikan 
tanggapan secara tertulis berdasarkan tanggapan tertulis. 
c. Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, pemeriksa pajak 
mengundang wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan 
AkhirHasil Pemeriksaan. 
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d. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib pajak dapat 
didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik. 
e. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur 
lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
f. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak 
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaaan, wajib 
dibuatkan Berita Acara, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan 
Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan 
yang disampaikan kepada wajib pajak. 
g. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak 
dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan 
penyidikan. 
2. Pemeriksaan Kantor 
Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib 
pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis Pajak 
tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat 
dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat, 
2008:71) Prosedur pemeriksaan kantor. 
a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbitkan untuk 1(satu) 
atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak dalam suatu Tahun 
Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap satu wajib pajak. 
b. Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segara memanggil wajib 
pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan 
Pajak yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang 
diperlukan oleh Pemeriksa Pajak. 
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c. Pemeriksa pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal 
Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada WP 
yang diperiksa. 
d. Surat Pangggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harus sudah 
dikirimkan kepada WP paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penerbitan 
SPPP kepada WP yang diperiksa. 
e. WP yang harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat 
yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan 
Pajak dengan membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan 
oleh Pemeriksa Pajak dan dibuat bukti peminjaman/pengambilan dengan 
rinci dan jelas oleh Pemeriksa Pajak.  
f. Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang 
dipinjam berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinyadengan 
surat pernyataan wajib pajak.  
g. Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera diterbitkan Surat 
Panggilan kedua. WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan harus 
menandatangi STHP (surat tanggapan hasil pemeriksaan) beserta 
Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara 
Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kembali kepada 
Kepala UPPP. 
h. Wajib pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan 
harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan STHP kepada 
Kepala UPPP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan 
serta penjelasan seperlunya. 
i. Berdasarkan tanggapan WP, pemeriksa pajak mengirimkan Surat 
Panggilan melalui faks, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada 
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wajib pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam 
rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil. 
j. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat didampingi 
Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas 
laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.  
k. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan beserta lampirannya berupa Ikhtisar Pembahasan Akhir dan 
harus ditandatangani WP dan pemeriksaan Pajak, dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak.  
l. Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Pajak membuat catatan tentang 
penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 
m. Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan 
atau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari sejak SPHP diterima WP.  
n. Apabila WP tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara 
Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran wajib pajak 
sebagai dasar penerbitan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan 
yangdisampaikan kepada WP. 
o. Bentuk formulir tersebut di atas sudah tersedia. 
2.2.5  Sasaran Pemeriksaan Pajak 
Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) 
adalah. 
a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 
b. Kesalahan hitung. 
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 
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d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesugguhnya yang dilakukan wajib 
pajak dalam kewajiban perpajakannya.  
2.2.6  Jangka Waktu Pemeriksaan 
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 
Januari 2008 menetapkan bahwa. 
a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang 
dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan 
dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 
Pemeriksaan. 
b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) 
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai 
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 
c. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain 
yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing 
dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa 
transaksi keuangan yang memerlukan pengujianlebih mendalam serta 
waktu yang paling lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 
Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo, 2008:70). 
2.2.7 Prosedur Pemeriksaan Pajak 
 Mardiasmo (2009:35) memberikan penjelasan tentang prosedur 
pemeriksaan pajak. 
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a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak 
yang di periksa. 
b. Wajib pajak yang di periksa harus. 
1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib 
pajak, atau objek yang terhutang pajak. 
2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
3. Memberikan keterangn yang diperlukan. 
4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak 
terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban ini 
tidak berlaku untuk keprluan pemeriksaan tersebut. Dirjen Pajak 
berwenang melakukan penyegalan tempat tertantu bila wajib pajak 
tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas. 
2.2.8  Tahapan Pemeriksaan 
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi 
kegiatan sebagai berikut. 
a. Tahap persiapan 
1. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data. 
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. 
3. Mengidentifikasi masalah. 
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. 
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 
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6. Menyusun program pemeriksaan. 
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. 
8. Menyediakan sarana pemeriksaan. 
Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan 
meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang 
terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi 
modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau 
dapat dilihat pada system informasi yang terhubung dengan seluruh komputer 
pegawai di KPP yang bersangkutan. 
1) Sistem Informasi Administrasi Data Tunggakan Wajib Pajak.  
2) Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja 
Pemeriksaannya.  
3) Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali Selain data internal, 
pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data 
eksternal antara lain media massa, internet dan bursa. 
b. Pelaksanaan pemeriksaan 
1. Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan 
lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor). 
2. Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan 
kembali cakupan pemerikasaan. 
3. Pemutakhitaran ruang lingkup dan program pemeriksaan. 
4. Melakukan konfirmasi kepihak ke tiga jika di perlukan atau diwajibkan. 
5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan. 
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. 
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7. Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan wajib 
pajak. 
c. Penyelesaian pemeriksaan pajak pada umumnya di selesaikan dengan 
membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan nota perhitungan pajak. 
d. Tugas Tambahan. Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, 
pemeriksa juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap diantaranya. 
1. Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) untuk memastikan ada 
tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan pemeriksa 
wajib membuat laporan tersebut. 
2. Tunggakan PBB, umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi 
tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.  
3. Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang 
akan dimanfaatkan oleh saksi penagihan untuk dijadikan bahan 
tindakan penagihan pajak.  
4. Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggung 
jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi utang pajak yang 
timbul akibat pemeriksaan. 
e. Tindak Lanjut  
1. Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan 
pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak 
(SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT,STP). 
2. Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa 
pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.  
3. Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa 
pembuatan LP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak. 
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2.3  Penagihan Pajak  
Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak 
membayar pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa 
wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 
penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang 
pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 
diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis 
dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan 
penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang 
tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam 
menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda oleh sebab itu, seksi 
penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat 
Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai 
kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum 
melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku 
tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-
undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.   
Menurut Diana (2013:264) dalam bukunya mengenai Konsep Dasar 
Perpajakan, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 
memberitahukan Surat Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita. 
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2.3.1 Tindakan Penagihan Pajak 
Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 
belum di lunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut. 
1. Surat Teguran 
a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau 
SKPKBT, kepada WP di sampaikan surat teguran setelah lewat 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.  
b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan banding atas 
keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, 
kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak 
saat jatuh tempo pengajuan banding.  
c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan banding atas 
keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, 
kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak 
saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar 
berdasarkan Putusan Banding.  
d. Dalam hal WP yang menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih 
harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada 
WP disampaikan Surat Teguran 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. 
e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau 
SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tapi sebelum tanggal 
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diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WB kepada WP 
disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
pencabut pengajuan keberatan tersebut. 
f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi Bangunan yang 
tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan 
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah kepada WP disampaikan Surat Teguran 7 (tujuh) hari 
sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian surat teguran 
dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa 
ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.  
2. Surat paksa utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) dari tanggal 
surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan 
oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat 
paksa sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus 
dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan 
oleh jurusita pajak.  
3. Surat sita utang pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa 
diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat 
melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat 
perintah melakukan penyitaan, sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu 
rupiah).  
4. Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 
tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan 
dengan pengumuman lelang melalu media massa. Pengumuman lelang 
untuk barang bergerak di lakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak 
bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui kantor 
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lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 
14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya 
penagihan paksa dan biaya pelakasaan sita belum bayar maka akan 
dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang 
dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan barang 
dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui 
media massa. 
2.3.2 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
 Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak sebagai 
(Sumarsan, 2010:70). 
a. Meminta jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita 
pajak.  
b. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan. 
c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.  
d. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, 
termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta 
melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang 
bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.  
e. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. 
2.3.3   Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban. 
1. Memperbolehkan jurusita pajak memasuki ruangan 
tempatusaha/tempat tinggal WP.  
2. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. 
3. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau 
disewakan. 
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2.3.4   Daluwarsa Penagihan 
Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan 
kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan kebaratan, putusan banding, serta putusan 
peninjauan kembali.Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila. 
1. Diterbitkannya surat paksa. 
2. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 
maupun 
tidak langsung. 
3. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah 
jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di pidana karena melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
 
2.4  Penerimaan Pajak 
Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas 
pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara 
merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama untuk 
mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran 
yang semakin berjalannya waktu semakin semakin besar. Oleh karena itu, 
diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam tanpa harus bergantung 
dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang relatif sulit diharapkan.  
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Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan 
penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat 
membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti 
sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, 
sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan. Hal itu berarti bahwa semua belanja negara harus dibiayai dari 
pendapatan negara dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan 
pajak.Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan 
sumber daya alam (migas) pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan 
negara dan lain-lain yang bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya 
ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh 
karena itu satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari 
sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam 
mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan 
masyarakat akan pentingnya perpajakan bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  
Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 
berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan, 
kepastian dan kenyamanan. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula 
dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2008). 
 
2.5  Penelitian Terdahulu  
 Penelitian tentang penerimaan pajak sudah dilakukan oleh beberapa 
peneliti. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu, antara 
lain sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 
Penelitian Terdahulu 
 
 
 
1 Peneliti Judul Peneltian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
1. 
 
 
 
 
Sukirman 
(2011) 
 
 
Pengaruh 
Manajemen 
Pemeriksaan 
Pajak terhadap 
Penerimaan 
Pajak 
(Studi kasus di 
KPP Semarang 
Timur) 
 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah penerimaan 
pajak sedangkan 
variabel bebas 
adalah manajemen 
pemeriksaan pajak 
 
Dari variabel yang 
diamati ternyata 
pemeriksaan pajak 
secara nominal 
berpengaruh secara 
signifikan 
terhadap Penerimaan 
Pajak di KPP 
Semarang Timur. 
 
2.  Ivan Pudya 
S (2011) 
 
Pengaruh 
Pemeriksaan 
Pajak Terhadap 
Tingkat 
Penerimaan 
Pajak (Studi 
kasus di KPP 
Bojonagara 
Bandung) 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah penerimaan 
pajak sedangkan 
variabel bebas 
adalah pemeriksaan 
pajak 
 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada 
hubungan positif antara 
pemeriksaan dengan 
tingkat penerimaan 
pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Bojonagara 
tetapi tidak terlalu kuat.  
3.  
 
 
 
 
Budi 
Sutrisno,  
Rina Arifati, 
Rita Andini 
(2013) 
 
 
 
 
 
Pengaruh 
Kewajiban 
Kepemilikan 
NPWP,Pemeriksa
an 
Pajak,Penagihan 
Pajak,Surat 
Paksa Pajak dan 
Kesadaran Wajib 
Pajak Terhadap 
Penerimaan 
Pajak (Studi 
kasus di KPP 
Pratama Kota 
Semarang) 
 
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah penerimaan 
pajak sedangkan 
variabel bebas 
adalah kewajiban 
kepemilikan 
NPWP,pemeriksaan 
pajak,penagihan 
pajak,surat paksa 
pajak dan 
kesadaran wajib 
pajak 
 
 
 
 
 Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
kewaiban kepemilikan 
NPWP, pemeriksaan 
pajak, penagihan 
pajak,surat paksa pajak 
dan kesadaran wajib 
pajak terbukti 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
penerimaan pajak. 
Variabel yang 
mempunyai pengaruh 
paling signifikan 
terhadap penerimaan 
pajak adalah penagihan 
pajak. 
4.   Rizki 
Yuslam 
(2015) 
Pengaruh 
Penagihan Pajak 
dan Pemeriksaan 
Pajak Terhadap 
Efektivitas 
Penerimaan 
Pajak (Studi 
kasus di KPP 
Pratama 
Surakarta)  
Variabel terikat 
dalam penelitian ini 
adalah penerimaan 
pajak sedangkan 
variabel bebas 
adalah penagihan 
pajak dan 
pemeriksaan pajak. 
 
 
 
Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa  
Penagihan pajak 
berpengaruh terhadap 
efektivitas penerimaan 
pajak. 
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2.6  Kerangka Pemikiran 
Menurut Uma Sekaran (2013:127) bahwa “kerangka teoritis merupakan 
pondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan”. Kerangka pemikiran 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
  
   
  
 
2.7     Hipotesis  
2.7.1  Hubungan Antara Variabel  
a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ivan “Pengaruh Pemeriksaan Pajak 
terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Bojonagara Bandung 
2011) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pemeriksaan terhadap 
tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara tetapi 
tidak terlalu kuat. 
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan 
Pajak 
Pemeriksaan Pajak 
(X1) 
Penagihan Pajak 
(X2) 
Penerimaan Pajak 
(Y) 
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Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) 
bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak 
dan menurut penelitian Agus (2013) dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib 
pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap 
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” bahwa 
terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. 
Ha1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 
b. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita. 
Berdasarkan penelitian Rizki (2015) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Sukarta menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas 
penerimaan pajak terdukung secara statistik. 
Ha2  :Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 
 
 
 
 
 
 
38 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menekankan 
pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 
dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian 
ini bersifat non-eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui dampak, 
tingkatan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat 
dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1) dan 
Penagihan Pajak (X2) sedangkan variabel terikat adalah Penerimaan Pajak (Y). 
 
3.2  Tempat dan Waktu 
Lokasi penelitian terletak di JL. Urip Sumoharjo km 4. Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Makasar Selatan. Jangka waktu penelitian selama kurang lebih 
satu bulan. 
 
3.3    Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.1  Populasi Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010:115) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Populasi adalah kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 
karakteristik tertentu. Sehingga untuk mendapatkan data yang relevan dan valid 
maka dilakukan penarikan sampel dari suatu populasi yang akan diteliti maka 
populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan. Jumlah populasi di KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 81 orang. 
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3.3.2  Sampel Penelitian 
Sampel merupakan bagian dari observasi yang dipilih dari populasi 
dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat diharapkan dapat 
mewakili populasinya. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
sampling jenuh yaitu semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Pada 
penelitian ini sampel sebanyak 81 orang yang terdiri dari pegawai pajak (fiskus) 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
3.4   Jenis dan Sumber Data 
3.4.1  Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban 
kuesioner yang dibagikan kepada pegawai pajak (fiskus) yang bekerja pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dimana variabel 
independen menggunakan kuesioner Irma (2013) dan variabel dependen 
variabel pemeriksaan pajak menggunakan kuesioner Ivan (2011) dan variabel 
penagihan pajak menggunakan kuesioner Rizki  (2015). 
3.4.2  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 
1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 
perantara). Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data 
hasil dari tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang akan diuji 
dalam penelitian ini. 
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
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(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari 
literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan 
dengan topik dalam penelitian ini. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Penelitian lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 
yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian 
dan tiap jawaban diberikan nilai (score). Operasional penyebaran 
kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung KPP Pratama 
Makassar Selatan. 
2. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku 
dan literatur tentang perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan 
dalam penelitian. Mengakses situs-situs dan website, metode ini 
digunakan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan masalah dalam 
penelitian ini. 
 
3.6  Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner 
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Masing-masing 
bagian tersebut yang berhubungan dengan pemeriksaan, penagihan pajak dan 
penerimaan pajak yang akan diisi atau dijawab oleh responden yaitu pegawai 
pajak (fiskus)pada KPP Pratama Makassar Selatan. Jenis pernyataan adalah 
tertutup, dimana responden hanya memberi tick mart (√)pada pilihan jawaban 
yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert dikatakan 
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interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang 
“lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 
2011:47). Alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai 
berikut. 
Tabel 3.1 
Pengukuran Jawaban Responden 
 
No. Jawaban Responden Skor 
1. Sangat Setuju 5 
2. Setuju 4 
3. Ragu-Ragu 3 
4. Tidak Setuju 2 
5. Sangat Tidak Setuju 1 
 
3.7  Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis statistik menggunakan SPSS 23. Model analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan  
untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan 
variabel terikat. 
 
3.7  Uji Kualitas Data 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka akan dilakukan uji validitas dan 
reabilitas lebih dulu. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen 
penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut 
masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang 
dikumpulkan dari penggunaan instrumen. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid pertanyaannya apabila mampu 
menungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 
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2011:52). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation. 
Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 
mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut 
dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55). 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2011:47), uji reliabilitas adalah alat untuk suatu 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan 
nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha lebih besar dari 0.70. Apabila Cronbach Alpha dari suatu 
variabel lebih besar 0,70 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian 
tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha 
kurang dari 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel. 
3.7.2  Uji Asumsi Klasik 
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi 
klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna  
dan bermanfaat. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
sebagai berikut. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variable pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara 
untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot 
yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 
akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal 
(Ghozali, 2011:160). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 
histogram dari residualnya. 
2. Uji Multikolonieritas  
Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
atau korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas menyatakan 
hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Ghozali, 
2009:95). Deteksi ada atau tidaknyamultikolonieritas didalam model regresi dapat 
dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas 
dari multikolonieritas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Ghozali, 
2009:96). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui apakah dalam suatu 
model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastissitas dan jika 
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 
dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Jika ada pola 
tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskesdastisitas. Tetapi jika 
tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125-126). 
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3.7.3  Uji Hipotesis 
1. Uji F (Uji Simultan) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H0) 
yang hendak diuji, apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, 
atau 
H0: b1 = b2 = …… = bk = 0 
  Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak 
semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau 
 Ha : b1 ≠ b2 ≠……..≠ bk ≠ 0  
Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Untuk menguji 
hipotesis ini digunakan statistik F dengan membandingkan  nilai F hasil 
perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada 
nilai F, maka Ho ditolak dan menerima Ha (Ghozali, 2011:98). 
2. Uji t (Uji Parsial) 
Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel 
bebas secara individual terhadap variabel terikat untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel 
terkait digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel 
pada taraf signifikan 0,05 maka ha ditolak, sedangkan jika nilai thitung lebih besar 
dari ttabel maka ha diterima. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan 
keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut. 
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1. Ho : B = 0, pemeriksaan dan penagihan pajak tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap penerimaan pajak. 
2. Ha : B ≠  0, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh secara 
parsial terhadap penerimaan pajak. 
Untuk mencari ttabel dengan df= N-2, taraf nyata 5% dapat dilihat dengan 
tabel statistik. Nilai ttabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t.  
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 
1. Jika thitung> ttabel ,maka Ha diterima dan Ho ditolak, 
2. Jika thitung<ttabel , maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan 
berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 
berikut: 
1. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
2. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Analisis koefisien determinasi (𝑅2) yaitu koefisien untuk mengukur baik 
secara terpisah dampak variabel bebas (variabel X) X1, X2, terhadap variabel 
terikat (variabel Y). Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya 
kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 
terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R²). Dalam 
output SPSS, koefisien determinasi terletak pada Model Summaryb. Jika (R²) 
yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 
tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Sebaliknya jika (R²) semakin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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3.8  Model Analisis Data 
Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Menurut Sularso (2003/2004:88) analisis regresi linier 
berganda digunakan untuk mengembangkan persamaan (self-weighting 
estimating equation) untuk memprediksi nilai sebuah variabel dependen dari nilai 
beberapa variabel independen. Persamaan regresi linier berganda adalah 
sebagai berikut. 
Y = α0 + β1X1 + β2X2 + e 
Keterangan: Y : Penerimaan Pajak 
  X1 : Pemeriksaan Pajak 
  X2 : Penagihan Pajak 
  α0 : Konstanta 
  β : Koefisien regresi 
  e : Error 
3.9  Definisi Operasional Variabel 
Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).  Variabel bebas 
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 
variabel bebas. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 
pemeriksaandan penagihan pajak. Sedangkan variabel terikatnya yaitu 
penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
 
Variabel Definisi Operasional Indikator 
Pemeriksaan 
Pajak (X1) 
 
(Pasal 1 ayat 25 
Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 
Pemeriksaan pajak 
adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, 
keterangan dan/atau 
bukti yang dilaksanakan 
Tujuan pemeriksaan pajak: 
1.Menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dalam rangka 
memberikankepastian hukum, 
keadilan dan pembinaan 
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1983 Tentang 
Ketentuan Umum 
dan Tata Cara 
Perpajakan yang 
telah beberapa 
kali diubah 
terakhir dengan 
Undang-Undang 
No. 16 Tahun 
2009) 
secara objektif dan 
professional berdasarkan 
suatu standar 
pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan.” 
Kriteria pemeriksaan umum: 
2.SPT Tahunan/SPT Masa yang 
menyatakan Lebih Bayar SPT 
Tahunan PPh yang menyatakan 
lebih bayar 
3.SPT Tahunan PPh untuk bagian 
tahun pajak sebagai akibat adanya 
perubahan tahun buku Adanya 
dugaan melakukan tindakan pidana 
di bidang perpajakan jenis 
pemeriksaan pajak 
4.Pemeriksaan lapangan ketempat 
WP yang akan diperiksa dengan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Jangka waktu pemeriksaan:  
5.Jangka waktu pemeriksaan kantor 
6.Jangka waktu pemeriksaan 
lapangan 
Prosedur pemeriksaan pajak: 
7. Petugas pemeriksa harus 
melengkapi dengan surat perintah 
pemeriksaan pajak (SP3) dan 
memperlihatkan kepada wajib pajak 
yang diperiksa 
 
Penagihan Pajak 
(X2) 
 
Nana Adriana 
Erwis (2012) 
Efektivitas 
Penagihan Pajak 
Dengan Surat 
Teguran dan 
Surat Paksa 
Terhadap 
Penerimaan Pajak 
(Studi Kasus di 
KPP Pratama 
Makassar 
Selatan). 
Penagihan Pajak adalah 
serangkaian tindakan 
agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak 
dengan menegur atau 
memperingatkan, 
melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus 
memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan 
pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan 
penyanderaan dan 
menjual barang yang 
telah di sita. 
Tindakan penagihan pajak: 
Surat teguran 
1.Penagihan pajak pasif dilakukan 
dengan menggunakan Surat Tagihan 
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), surat keputusan 
pembetulan, dan surat keputusan 
keberatan yang menyebabkan pajak 
terutang menjadi lebih besar. 
2.Fiskus mengirim surat tagihan atau 
surat ketetapan pajak tetap diikuti 
dengan tindakan sita, dan dilanjutkan 
dengan pelaksanaan lelang. 
3.Surat teguran dilayangkan pada 
Wajib Pajak sampai tanggal jatuh 
tempo 
4.Surat teguran tidak perlu 
diterbitkan bila Wajib Pajak 
menyetujui pembayaran secara 
angsuran. 
Surat paksa 
5.Penerbitan surat paksa diterbitkan 
apabila penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajak 
6.Pemberitahuan surat paksa 
diterbitkan apabila penanggung pajak 
tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran 
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atau penundaan pembayaran Pajak 
7.Penagihan seketika dan sekaligus 
penagihan pajak dilakukan tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran terhadap seluruh utang 
pajak dan semua jenis pajak, masa 
pajak, dan tahun pajak 
8.Penyitaan barang milik Wajib Pajak 
sesuai dengan peraturan penyitaan 
yang di terbitkan pejabat setempat 
9.Penyitaan tambahan dikarenakan 
barang yang telah disita tidak cukup 
untuk melunasi biaya penagihan 
pajak dan utang pajak 
10.Pencabutan sita dilaksanakan 
apabila penanggung pajak telah 
melunasi biaya penagihan pajak dan 
utang pajak. 
Penerimaan Pajak 
(Y) 
 
(Pasal 1 Angka 3 
UU Nomor 4 
Tahun 2012 
Tentang 
Perubahan Ketiga 
Atas Undang-
Undang Nomor 22 
Tahun 2011 
Tentang Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Negara 
Tahun Anggaran 
2012) 
Penerimaan pajak adalah 
semua penerimaan 
negara yang terdiri atas 
pajak dalam negeri dan 
pajak perdagangan 
internasional. 
1.Perhitungan jumlah pajak terutang 
dilakukan dengan jujur dan benar 
sesuai dengan undang-undang 
perpajakan yang berlaku. 
2.Pembayaran pajak terutang oleh 
wajib pajak dilakukan tepat pada 
waktunya. 
3.Penundaan pembayaran dan 
pengurangan pajak dapat merugikan 
negara. 
4. Pajak bersifat memaksa sehingga 
apabila terjadi pelanggaran yang 
dilakukan oleh wajib pajak akan 
dikenakan sanksi. 
5. Pengawasan yang dilakukan oleh 
fiskus akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan 
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dalam hal ini fiskus yang bekerja 
pada KPP Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini berhasil 
mendukung hipotesis pertama dan kedua yang diajukan. Penjelasan rincinya 
yaitu sebagai berikut. 
1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin 
banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan 
pajak akan semakin meningkat. Semakin efektif seorang karyawan 
pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan 
pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04 
/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. 
Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak 
mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan 
pemeriksaan pajak.  
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin 
penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin 
meningkat. Hal tersebut sesuai dengan serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Dirjen Pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan 
biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan 
pajak. 
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3. Variabel yang paling dominan memengaruhi penerimaan pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan adalah variabel pemeriksaan 
pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai beta pemeriksaan pajak yang paling 
tinggi. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih terdapat 
keterbatasan baik itu dari individu peneliti maupun dari faktor lain yang  
memungkinkan memberikan efek terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 
hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen, sehingga masih ada 
kemungkinan kelemahan yang diperoleh, misalnya jawaban yang tidak cermat, 
responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur serta pertanyaan yang 
kurang dipahami oleh responden. 
 
5.3  Saran Penelitian 
Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk 
dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan 
dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini 
lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yang 
memengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan 
partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga hasil penelitian akan 
lebih meluas dari penelitian sebelumnya.  
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung 
pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, 
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sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak bias dalam 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. 
3. Memperluas sampel penelitian agar dapat mendapatkan keterwakilan 
yang lebih besar atas populasi penelitian yang diteliti. 
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Lampiran 1  
 
BIODATA 
 
Identitas Diri 
Nama    : Fitrianingsih Mardya 
Tempat, Tanggal lahir : Kupang, 24 Oktober 1994 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat Rumah  : BTP Blok L No.463 Makassar 
Telpon Rumah dan HP : 081342411819 
Alamat E-mail   : fitrimardyah@gmail.com 
 
Riwayat Pendidikan 
a. Pendidikan Formal 
- TK Kartika Wirabuana XX-10 Makassar (Tahun 1998-2000) 
- SDN Inpres Tamalanrea 1 Makassar (Tahun 2000) 
- SDN Sudirman 1 Makassar (Tahun 2001-2002) 
- SDN 40 Ambon (Tahun 2002-2004) 
- SDN Inpres Tamalanrea 1 Makassar (Tahun 2004-2006) 
- SMPN 30 Makassar (Tahun 2006-2009) 
- SMK Telkom Sandhy Putra 1 Makassar (Tahun 2009-2012) 
- S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
Makassar (Tahun 2012-2016) 
b. Pendidikan Nonformal 
-  
Riwayat Organisasi dan Kerja 
a. Pengalaman Organisasi 
b. Pengalaman Kerja 
- 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
Makassar, 05 April 2017 
 
 
 
Fitrianingsih Mardya 
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Lampiran 2 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Perihal : Kesediaan Menjadi Responden Penelitian 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu selaku responden 
Di 
 Tempat, 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka penelitian ilmiah di bidang perpajakan, saya mahasiswi 
Universitas Hasanuddin program studi Akuntansi bermaksud melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
Penelitian ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan ilmiah yaitu untuk 
mengetahui pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan 
pajak. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya oleh 
peneliti dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum atau pihak manapun, 
kecuali kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian statistik. 
 Demikian surat permohonan kami. Atas kesediaan dan partisipasi 
Bapak/Ibu sebagai responden, kami ucapkan terima kasih. 
 
        Hormat Peneliti 
 
         Fitrianingsih Mardya 
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KUESIONER PENELITIAN 
Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu sejenak meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner ini. Terima kasih.  
Mohon perhatikan penilaian terhadap hal-hal dibawah ini dengan memberikan 
tanda (√) pada salah satu bagian paling tepat. STS (Sangat Tidak Setuju), TS 
(Tidak Setuju), (R) Ragu-Ragu, S (Setuju), SS (Sangat Setuju).  
Identitas Responden  
Nama     :  
Tempat kerja    :  
Jenis Kelamin    : L/P *)  
Usia     :  
Pendidikan Terakhir   : S1/PPAK/S2/S3 *)  
Lama bekerja (dalam tahun)  :  
Jabatan    :  
*) Coret yang tidak perlu 
No Pertanyaan Jawaban 
Pemeriksaan Pajak 
STS TS R S SS 
1.  
Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dalam rangka memberikan kepastian hukum, 
keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. 
     
2. 
Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal WP 
orang pribadi/badan menyampaikan SPT Lebih 
Bayar, SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih 
Bayar dan SPT Tahunan PPh akibat adanya 
perubahan tahun buku. 
     
3. 
Pemeriksaan lapangan dilaksanakan apabila 
adanya dugaan melakukan tindakan pidana di 
bidang perpajakan. 
     
4. 
Pemeriksaan lapangan ke tempat WP yang akan 
diperiksa dengan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan. 
     
5. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.      
6. 
Pemeriksa pajak meminta keterangan baik lisan 
maupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa. 
     
7. 
Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat 
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diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) 
bulan terhitung sejak tanggal WP datang 
memenuhi surat panggilan dalam rangka 
pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 
8. 
Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) 
bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah 
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan 
Hasil Pemeriksaan. 
     
9. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan 
surat pemeriksaan pajak (SP3) dan harus 
memperlihatkan kepada wajib pajak yang 
diperiksa. 
     
10. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain 
yang tersedia. 
     
11. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.      
12. Menentukan buku, catatan dan dokumen yang 
akan dipinjam. 
     
13. Pemeriksa pajak menyusun kertas kerja 
pemeriksaan. 
     
14. Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap 
yang seluruhnya disetujui wajib pajak dilakukan 
pembahasan akhir pemeriksaan. 
     
15. Setiap pemeriksaan selalu diakhiri 
pertanggungjawaban dengan menyusun laporan 
pemeriksaan. 
     
Penagihan Pajak STS TS R S SS 
1.  
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan 
menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), Surat keputusan 
pembetulan dan surat keputusan keberatan 
yang menyebabkan pajak terutang menjadi 
lebih besar. 
     
2. 
Fiskus mengirim surat tagihan atau surat 
ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan 
sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan 
lelang. 
     
3. 
Surat  teguran dilayangkan kepada WP sampai 
tanggal jatuh tempo. 
     
4. 
Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila WP 
menyetujui pembayaran secara angsuran. 
     
 
5. 
Penerbitan surat paksa apabila penanggung 
pajak tidak melunasi utang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila 
penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam keputusan 
persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
Penagihan seketika dan sekaligus penagihan 
pajak dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran terhadap seluruh utang 
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pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan 
tahun pajak. 
8. Penyitaan barang milik WP sesuai dengan 
peraturan yang diterbitkan oleh pejabat 
setempat. 
     
9. Penyitaan tambahan dikarenakan barang yang 
telah disita tidakcukup untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak. 
     
10. Pencabutan sita dilaksanakan apabila 
penanggung pajak telah melunasi biaya tagihan 
pajak dan utang pajak. 
     
Penerimaan Pajak 
STS TS R S SS 
1.  
Menghitung jumlah pajak terutang dengan jujur 
dan benar. 
     
2. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.      
3. 
Penundaan pembayaran dan pengurangan 
pajak dapat merugikan negara. 
     
4. 
Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi 
pelanggaran akan dikenakan sanksi. 
     
5. 
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan 
oleh fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak. 
     
 
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 
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Lampiran 3 Tabulasi Data 
Jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak 
No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X.1 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 69 
4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 63 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 56 
6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 70 
7 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 63 
8 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 58 
9 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 55 
10 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 50 
11 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 60 
12 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 61 
13 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 61 
14 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 65 
15 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 59 
16 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 61 
17 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 60 
18 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 52 
19 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 67 
20 5 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 62 
21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 67 
22 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 57 
23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 59 
24 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 56 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 74 
26 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 64 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 61 
28 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 69 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 63 
30 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 65 
31 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 65 
32 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 60 
33 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 56 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
35 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 57 
36 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 66 
37 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
38 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 53 
39 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 72 
40 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 69 
41 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 53 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
43 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 63 
44 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 73 
45 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 64 
46 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 59 
47 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 60 
48 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 67 
49 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 61 
50 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 60 
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51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 61 
52 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 64 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 62 
55 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 52 
56 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 63 
57 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 56 
58 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 58 
59 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 68 
60 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 65 
61 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 63 
62 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 64 
63 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 66 
64 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 57 
65 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 60 
66 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 55 
67 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 63 
68 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 56 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 74 
70 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 72 
 
Jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak 
NO. X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X.2 
1 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 40 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
6 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 45 
7 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 
8 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 39 
9 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 37 
10 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 44 
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 44 
14 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 45 
15 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 42 
16 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
19 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 44 
20 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
21 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 
22 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 39 
23 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43 
24 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 42 
25 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 44 
26 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 46 
27 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
28 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 45 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
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32 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 40 
33 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 
34 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
35 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 39 
36 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
38 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 34 
39 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
40 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
41 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 
44 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 
45 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
48 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 43 
49 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
50 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 41 
51 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 40 
52 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 40 
53 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
55 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 36 
56 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 42 
57 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
58 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 39 
59 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 44 
60 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 43 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
62 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 42 
63 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 41 
64 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 37 
65 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
66 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 
67 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 36 
68 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 36 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
70 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
 
Jawaban responden untuk variabel penerimaan pajak 
 
NO Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 5 4 21 
3 4 4 5 5 4 22 
4 4 3 5 5 4 21 
5 4 4 3 4 4 19 
6 5 4 4 4 5 22 
7 5 4 5 5 4 23 
8 4 4 4 3 4 19 
9 4 4 4 3 3 18 
10 3 4 3 3 3 16 
11 5 3 4 5 3 20 
12 4 4 4 4 4 20 
13 5 4 5 5 3 22 
88 
 
  
 
14 5 5 4 4 5 23 
15 4 4 4 3 4 19 
16 4 4 5 4 3 20 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 3 3 3 17 
19 5 4 4 4 4 21 
20 5 3 4 3 5 20 
21 5 5 5 4 4 23 
22 4 3 4 3 4 18 
23 4 4 3 3 4 18 
24 5 3 3 3 3 17 
25 5 5 5 5 5 25 
26 4 4 5 4 5 22 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 5 4 5 5 23 
29 4 5 4 4 4 21 
30 4 4 4 4 5 21 
31 5 5 5 5 4 24 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 3 3 18 
34 5 5 5 5 5 25 
35 5 4 3 3 4 19 
36 4 5 4 5 4 22 
37 3 3 3 3 3 15 
38 4 3 3 4 3 17 
39 4 5 5 5 5 24 
40 5 5 5 5 5 25 
41 4 3 3 2 3 15 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 5 5 3 21 
44 5 5 5 5 5 25 
45 5 5 5 4 4 23 
46 5 4 3 4 4 20 
47 4 5 4 4 3 20 
48 4 5 5 4 4 22 
49 5 4 4 3 5 21 
50 4 4 4 5 4 21 
51 4 4 4 4 4 20 
52 5 4 4 3 4 20 
53 5 5 5 5 5 25 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 3 3 4 4 18 
56 5 4 4 4 5 22 
57 4 4 4 4 3 19 
58 4 4 4 3 4 19 
59 5 4 4 4 5 22 
60 5 4 4 5 5 23 
61 5 4 3 4 4 20 
62 5 4 4 4 4 21 
63 5 4 4 4 4 21 
64 4 4 3 4 3 18 
65 4 4 4 5 4 21 
66 4 4 3 4 3 18 
67 4 3 4 3 4 18 
68 4 4 3 3 4 18 
69 5 5 5 5 5 25 
70 4 5 5 5 5 24 
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Lampiran  4 Hasil Output SPSS  
HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
1. Variabel pemeriksaan pajak (X1) 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X.1 
X1.
1 
Pearson 
Correlation 
1 .225 .269* .258* .428** 
.364
** 
.313
** 
.370
** 
.399
** 
.326** .416** .307** .212 .085 .208 .530** 
Sig. (2-tailed)  .061 .024 .031 .000 .002 .008 .002 .001 .006 .000 .010 .078 .486 .084 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
2 
Pearson 
Correlation 
.225 1 .527** .454** .413** 
.269
* 
.328
** 
.275
* 
.319
** 
.357** .611** .416** .210 .178 .237* .622** 
Sig. (2-tailed) .061  .000 .000 .000 .024 .006 .021 .007 .002 .000 .000 .081 .139 .048 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
3 
Pearson 
Correlation 
.269* .527** 1 .597** .404** 
.289
* 
.405
** 
.417
** 
.302
* 
.327** .492** .628** .338** .351** .265* .710** 
Sig. (2-tailed) .024 .000  .000 .001 .015 .001 .000 .011 .006 .000 .000 .004 .003 .026 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
4 
Pearson 
Correlation 
.258* .454** .597** 1 .342** 
.333
** 
.343
** 
.388
** 
.316
** 
.272* .534** .447** .314** .155 -.030 .622** 
Sig. (2-tailed) .031 .000 .000  .004 .005 .004 .001 .008 .023 .000 .000 .008 .199 .804 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
5 
Pearson 
Correlation 
.428** .413** .404** .342** 1 
.416
** 
.557
** 
.485
** 
.402
** 
.740** .437** .388** .362** .364** .293* .738** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .004  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .002 .002 .014 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
6 
Pearson 
Correlation 
.364** .269* .289* .333** .416** 1 
.661
** 
.449
** 
.364
** 
.383** .367** .451** .611** .405** .221 .677** 
Sig. (2-tailed) .002 .024 .015 .005 .000  .000 .000 .002 .001 .002 .000 .000 .001 .065 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
7 
Pearson 
Correlation 
.313** .328** .405** .343** .557** 
.661
** 
1 
.474
** 
.391
** 
.396** .415** .361** .464** .425** .256* .703** 
Sig. (2-tailed) .008 .006 .001 .004 .000 .000  .000 .001 .001 .000 .002 .000 .000 .033 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
8 
Pearson 
Correlation 
.370** .275* .417** .388** .485** 
.449
** 
.474
** 
1 
.407
** 
.363** .270* .334** .403** .229 .241* .627** 
Sig. (2-tailed) .002 .021 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .002 .024 .005 .001 .057 .044 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
9 
Pearson 
Correlation 
.399** .319** .302* .316** .402** 
.364
** 
.391
** 
.407
** 
1 .361** .348** .404** .501** .375** .214 .624** 
Sig. (2-tailed) .001 .007 .011 .008 .001 .002 .001 .000  .002 .003 .001 .000 .001 .075 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
10 
Pearson 
Correlation 
.326** .357** .327** .272* .740** 
.383
** 
.396
** 
.363
** 
.361
** 
1 .490** .403** .324** .217 .246* .655** 
Sig. (2-tailed) .006 .002 .006 .023 .000 .001 .001 .002 .002  .000 .001 .006 .071 .040 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
11 
Pearson 
Correlation 
.416** .611** .492** .534** .437** 
.367
** 
.415
** 
.270
* 
.348
** 
.490** 1 .591** .204 .348** .312** .728** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .024 .003 .000  .000 .090 .003 .009 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
12 
Pearson 
Correlation 
.307** .416** .628** .447** .388** 
.451
** 
.361
** 
.334
** 
.404
** 
.403** .591** 1 .298* .339** .425** .725** 
Sig. (2-tailed) .010 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .005 .001 .001 .000  .012 .004 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
13 
Pearson 
Correlation 
.212 .210 .338** .314** .362** 
.611
** 
.464
** 
.403
** 
.501
** 
.324** .204 .298* 1 .421** .224 .603** 
Sig. (2-tailed) .078 .081 .004 .008 .002 .000 .000 .001 .000 .006 .090 .012  .000 .063 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
14 
Pearson 
Correlation 
.085 .178 .351** .155 .364** 
.405
** 
.425
** 
.229 
.375
** 
.217 .348** .339** .421** 1 .240* .525** 
Sig. (2-tailed) .486 .139 .003 .199 .002 .001 .000 .057 .001 .071 .003 .004 .000  .046 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X1.
15 
Pearson 
Correlation 
.208 .237* .265* -.030 .293* .221 
.256
* 
.241
* 
.214 .246* .312** .425** .224 .240* 1 .448** 
Sig. (2-tailed) .084 .048 .026 .804 .014 .065 .033 .044 .075 .040 .009 .000 .063 .046  .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X.1 
Pearson 
Correlation 
.530** .622** .710** .622** .738** 
.677
** 
.703
** 
.627
** 
.624
** 
.655** .728** .725** .603** .525** .448** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Variabel penagihan pajak (X2) 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X.2 
X2.1 
Pearson Correlation 1 .455** .467** .387** .466** .320** .292* .325** .260* .467** 
.622*
* 
Sig. (2-tailed) 
 
.000 .000 .001 .000 .007 .014 .006 .030 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.2 
Pearson Correlation .455** 1 .469** .469** .358** .374** .200 .456** .483** .461** 
.668*
* 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .002 .001 .097 .000 .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.3 
Pearson Correlation .467** .469** 1 .486** .570** .412** .511** .495** .351** .457** 
.745*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.4 
Pearson Correlation .387** .469** .486** 1 .534** .412** .445** .421** .425** .524** 
.730*
* 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.5 
Pearson Correlation .466** .358** .570** .534** 1 .508** .460** .473** .433** .439** 
.743*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.6 
Pearson Correlation .320** .374** .412** .412** .508** 1 .493** .590** .411** .390** 
.693*
* 
Sig. (2-tailed) .007 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.7 
Pearson Correlation .292* .200 .511** .445** .460** .493** 1 .504** .561** .430** 
.702*
* 
Sig. (2-tailed) .014 .097 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.8 
Pearson Correlation .325** .456** .495** .421** .473** .590** .504** 1 .464** .406** 
.727*
* 
Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.9 
Pearson Correlation .260* .483** .351** .425** .433** .411** .561** .464** 1 .465** 
.689*
* 
Sig. (2-tailed) .030 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X2.10 
Pearson Correlation .467** .461** .457** .524** .439** .390** .430** .406** .465** 1 
.721*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
X.2 
Pearson Correlation .622** .668** .745** .730** .743** .693** .702** .727** .689** .721** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3. Variabel penerimaan pajak (Y) 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y 
Y.1 
Pearson Correlation 1 .239* .291* .251* .432** .572** 
Sig. (2-tailed)  .046 .015 .036 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 
Y.2 
Pearson Correlation .239* 1 .523** .476** .428** .734** 
Sig. (2-tailed) .046  .000 .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 
Y.3 
Pearson Correlation .291* .523** 1 .608** .410** .799** 
Sig. (2-tailed) .015 .000  .000 .000 .000 
N 70 70 70 70 70 70 
Y.4 Pearson Correlation .251* .476** .608** 1 .343** .772** 
 
Sig. (2-tailed) .036 .000 .000  .004 .000 
N 70 70 70 70 70 70 
Y.5 
Pearson Correlation .432** .428** .410** .343** 1 .722** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004  .000 
N 70 70 70 70 70 70 
Y 
Pearson Correlation .572** .734** .799** .772** .722** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 70 70 70 70 70 70 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 
REGRESSION 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 X2, X1b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
.93
0a 
.865 .861 .90467 .865 215.237 2 67 .000 1.962 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 352.309 2 176.154 215.237 .000b 
Residual 54.834 67 .818   
Total 407.143 69    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Correlations Collinearity Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant) 3.339 1.172  2.849 .006      
X1 .311 .026 .777 12.164 .000 .920 .830 .545 .493 2.030 
X2 .111 .035 .200 3.130 .003 .754 .357 .140 .493 2.030 
a. Dependent Variable: Y 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 
1 
1 2.991 1.000 .00 .00 .00 
2 .006 22.742 .97 .08 .22 
3 .003 32.403 .03 .92 .78 
a. Dependent Variable: Y 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 14.5937 25.4020 20.5714 2.25963 70 
Residual -2.23080 1.81596 .00000 .89146 70 
Std. Predicted Value -2.645 2.138 .000 1.000 70 
Std. Residual -2.466 2.007 .000 .985 70 
a. Dependent Variable: Y 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 Y 
N 70 70 70 
Normal Parametersa,b 
Mean 62.0143 41.8286 20.5714 
Std. Deviation 6.07559 4.37705 2.42912 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 .105 .107 
Positive .081 .105 .107 
Negative -.056 -.102 -.107 
Kolmogorov-Smirnov Z .674 .877 .898 
Asymp. Sig. (2-tailed) .754 .426 .396 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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